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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

harus menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Renja OPD 

adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) 

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem 

perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan 

perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke 

dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta 

menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam 

langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. 

Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan mengalami 

perubahan baik dari anggaran maupun target yang ditetapkan. 

Maka untuk itu disusunlah Renja Perubahan OPD. 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2025 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, 

Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, 

Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2010-2014; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 

tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Lampung Barat; 

11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Komunikasi dan 

Informatika). 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 

Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun 

rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan 

pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban 

oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif 

dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya 
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masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar 

terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang 

akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, 

dan APBN.  

2. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja 

Perubahan ini adalah: 

a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang 

sejalan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan 

Informatika yang disertai dengan indikasi pagu anggaran 

dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan 

menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan 

efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian 

hasilnya. 

b. Melakukan evaluasi serta analisis kinerja OPD pada 

tahun anggaran sebelumnya, agar seluruh program dan 

kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui 

perkembangan dan hambatannya sehingga dapat 

ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya; 

c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja 

aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat; 

d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Lampung Barat. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
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 BAB I PENDAHULUAN,  

Memuat / menjelaskan maksud, tujuan dan dasar 

pertimbangan perubahan Kerangka Ekonomi Daerah. 

 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT 

DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I,  

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 

2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. 

 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH,  

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran 

kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan 

target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang 

mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut 

mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang 

akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja 

langsung dan pengeluaran pembiayaan. 

 BAB IV PENUTUP 

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 LAMPIRAN 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 

 

 

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja  

 

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 

sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan uraian sebagai 

berikut: 

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada perangkat Daerah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 

2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan 

dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 5 

program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 

kegiatan dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin 41 

subkegiatan. Alokasi dana tahun 2025 untuk belanja sebesar Rp. 

8.214.129.006,- terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 

1.213.615.802,- atau 14,77 persen. 

 

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 41 Subkegiatan yang 

realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen 

yaitu : 

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Realisasi Fisik/Output sebesar 7,00 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya 

2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Realisasi Fisik/Output sebesar 29,77 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya  
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3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya  

4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Realisasi 

Fisik/Output sebesar 10,51 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran 

kasnya 

5. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 

SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 17,87 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya 

6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi 

Fisik/Output sebesar 14,25 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran 

kasnya  

7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi 

Fisik/Output sebesar 39,38 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran 

kasnya 

8. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi 

Fisik/Output sebesar 24,49 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran 

kasnya  

9. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. 

Realisasi Fisik/Output  tidak mencapai 100 persen karena 

anggaran kas di triwulan IV 

10. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Realisasi 
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Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output  tidak 

mencapai 100 persen karena anggaran kas di triwulan II 

11. Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. 

Realisasi Fisik/Output  tidak mencapai 100 persen karena 

anggaran kas di triwulan II 

12. Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. 

Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena 

anggaran kas di triwulan II 

13. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi 

Fisik/Output  tidak mencapai 100 persen karena anggaran kas 

di triwulan II 

14. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Realisasi Fisik/Output 

sebesar 56,76 persen. Realisasi Fisik/Output  tidak mencapai 

100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya  

15. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena dalam proses administrasi 

pengadaan. Ke depan, penyusunan jadwal kegiatan akan lebih 

akurat lagi, agar target kinerja dapat tercapai. 

16. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Realisasi Fisik/Output sebesar 19,64 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya  

17. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan Realisasi Fisik/Output sebesar 25 

persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen 

karena belum mencapai anggaran kasnya  
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18. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Realisasi Fisik/Output 

sebesar 12,27 persen. Realisasi Fisik/Output  tidak mencapai 

100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya  

19. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD Realisasi Fisik/Output sebesar 12,09 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya  

20. Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Fisik/Output sebesar 0 

persen. Realisasi Fisik/Output karena dalam proses 

administrasi pengadaan. Ke depan, penyusunan jadwal 

kegiatan akan lebih akurat lagi, agar target kinerja dapat 

tercapai. 

21. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi 

Fisik/Output sebesar 2,43 persen. Realisasi Fisik/Output tidak 

mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya  

22. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik Realisasi Fisik/Output sebesar 15,86 persen. 

Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena 

belum mencapai anggaran kasnya  

23. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Realisasi Fisik/Output sebesar 21,92 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya  

24. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan Realisasi Fisik/Output sebesar 

16,17 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 

persen karena belum mencapai anggaran kasnya  

25. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Realisasi Fisik/Output sebesar 12,89 persen. Realisasi 
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Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya 

26. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi 

Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output tidak 

mencapai 100 persen karena dalam proses administrasi 

pengadaan. Ke depan, penyusunan jadwal kegiatan akan lebih 

akurat lagi, agar target kinerja dapat tercapai. 

27. Subkegiatan Relasi Media Realisasi Fisik/Output sebesar 1,56 

persen. Realisasi Fisik/Output  tidak mencapai 100 persen 

karena belum mencapai anggaran kasnya  

28. Subkegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas 

Informasi Masyarakat Realisasi Fisik/Output sebesar 28,76 

persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen 

karena belum mencapai anggaran kasnya  

29. Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik Realisasi Fisik/Output 

sebesar 29,55 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 

100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya  

30. Subkegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan 

Aspirasi Publik Realisasi Fisik/Output sebesar 14,55 persen. 

Realisasi Fisik/Output  tidak mencapai 100 persen karena 

belum mencapai anggaran kasnya 

31. Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Realisasi 

Fisik/Output sebesar 19,41 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran 

kasnya  

32. Subkegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 

Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran 

kasnya 

33. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Realisasi Fisik/Output sebesar 5,33 persen. 
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Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena 

belum mencapai anggaran kasnya  

34. Subkegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi 

Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 

Pemerintah Daerah Realisasi Fisik/Output sebesar 22,87 

persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen 

karena belum mencapai anggaran kasnya  

35. Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan 

Kabupaten atau Kota Cerdas Realisasi Fisik/Output sebesar 

12,94 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 

persen karena belum mencapai anggaran kasnya  

36. Subkegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat 

Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE Realisasi 

Fisik/Output sebesar 29,91 persen. Realisasi Fisik/Output  

tidak mencapai 100 persen karena belum mencapai anggaran 

kasnya 

37. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik 

Sektoral Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi 

Fisik/Output  tidak mencapai 100 persen karena anggaran kas 

di triwulan II 

38. Subkegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 

Realisasi Fisik/Output sebesar 5,92 persen. Realisasi 

Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya  

39. Subkegiatan Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan 

Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. 

Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena 

belum mencapai anggaran kasnya. 

40. Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non 

Elektronik Realisasi Fisik/Output sebesar 0 persen. Realisasi 
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Fisik/Output tidak mencapai 100 persen karena belum 

mencapai anggaran kasnya. 

41. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Fisik/Output 

sebesar 19,15 persen. Realisasi Fisik/Output tidak mencapai 

100 persen karena belum mencapai anggaran kasnya. 

 

2.2 Kendala Pencapaian Target Renja Tahun Sebelumnya (2024) 

 

Dalam merumuskan suatu tujuan, maka diperlukan adanya target-

target untuk mencapai tujuan tersebut. Target tersebut disusun 

dalam sebuah dokumen perencanaan yang kemudian harus dicapai 

oleh suatu perangkat daerah. Namun dalam prosesnya, tidak semua 

target dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut 

menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk dapat 

diperbaiki ditahun berikutnya. Kendala atau hambatan yang 

dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target 

rencana kerja (renja) pada tahun 2004 adalah sebagai berikut: 

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi 

fisik/output sebesar 97,46 persen. Realisasi fisik/output tidak 

mencapai 100 persen karena telah dibayarkan sesuai jumlah 

ASN Dinas Kominfo. 

2. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi fisik/output 

sebesar 95,67 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 

100 persen karena sesuai dengan pengeluaran yang 

dibutuhkan. 

3. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  

realisasi fisik/output sebesar 96,71 persen. Realisasi 

fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sesuai dengan 

pengeluaran yang dibutuhkan. 
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4. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD realisasi fisik/output sebesar 98,61 persen. Realisasi 

fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya 

anggaran yang tidak dapat terlaksana sebesar Rp.1.526.228,-, 

tidak ada kegiatan keluar daerah s.d. akhir tahun. 

5. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi 

fisik/output sebesar 62,50 persen. Realisasi fisik/output tidak 

mencapai 100 persen karena adanya anggaran yang tidak 

dapat terlaksana sebesar Rp.600.000,-, tidak ada pengiriman 

paket. 

6. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik realisasi fisik/output sebesar 63,68 persen. 

Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena 

adanya anggaran yang tidak dapat terlaksana sebesar 

Rp.10.604.816,-, sesuai pengeluaran bulanan. 

7. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

realisasi fisik/output sebesar 97,77 persen. Realisasi 

fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya 

anggaran yang tidak dapat terlaksana sebesar Rp.900.000,-

berupa belanja cek dan administrasi bank. 

8. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan realisasi fisik/output sebesar 

92,01 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen 

karena adanya anggaran yang tidak dapat terlaksana sebesar 

Rp.4.248.035,- berupa pajak, Bahan Bakar sebesar 

Rp.922.500 dan pemeliharaan sebesar Rp.1.167.500,- sesuai 

pengeluaran. 

9. Subkegiatan Layanan Hubungan Media realisasi fisik/output 

sebesar 87,40 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 

100 persen karena adanya anggaran yang tidak dapat 
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terlaksana sebesar Rp.308.758.713,- dikarenakan perubahan 

regulasi pada e-katalog. 

10. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral 

realisasi fisik/output sebesar 94,75 persen. Realisasi 

fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya 

anggaran yang tidak dapat terlaksana Belanja Makan Minum 

Rapat sebesar Rp.4.455.000, Sewa Gedung Rp.800.000,- dan 

sisa perjalanan dinas hanya Rp.1.213.450,-. 

11. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah 

dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 

realisasi fisik/output sebesar 97,68 persen. Realisasi 

fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya 

anggaran yang tidak dapat terlaksana sebesar Rp.502.925,-. 

12. Subkegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan 

Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota realisasi fisik/output sebesar 98,75 persen. 

Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena 

adanya anggaran yang tidak dapat terlaksana dikarenakan sisa 

perjalanan dinas dalam kota hanya Rp.143.000,- dan 

perjalanan dinas luar daerah hanya Rp.817.300,-. 

13. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi fisik/output 

sebesar 93,15 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 

100 persen karena adanya anggaran yang tidak dapat 

terlaksana dikarenakan sisa perjalanan dinas sebesar 

Rp.4.132.500,-. 

 

 

 

 

 



RENJA PERUBAHAN DINAS KOMINFO 2025  

15 | P a g e  

 

 

 

BAB III  

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Dirinci sebagai berikut: 

1. Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni Tahun 

2025 sebesar Rp. 9.249.008.343,- 

2. Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni tahun 2025 

sebesar   Rp. 8.214.129.006,- 

3. Jumlah subkegiatan yang bertambah pagunya pada Renja 

Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni 

sebanyak 0 subkegiatan 

4. Jumlah subkegiatan yang berkurang pagunya pada Renja 

Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni 

sebanyak 31 subkegiatan 

5. Jumlah subkegiatan yang baru muncul pada  

Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni 

sebanyak 0 subkegiatan 

6. Jumlah subkegiatan yang dihilangkan pada Renja 

Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni 

sebanyak 0 subkegiatan. 
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BAB IV  

P E N U T U P 

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Lampung Barat disusun dengan mengacu kepada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan 

dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. 

 

Renja Perubahan ini merupakan sinkronisasi antara Renja Dinas 

Komunikasi dan Informatika yang telah disusun sebelumnya dengan 

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat 

Tahun Anggaran 2025, yang telah disahkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Barat.  

 

Akhirnya, semoga Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini 

dapat direalisasikan oleh seluruh jajarannya. 

 

 

Liwa,     Agustus 2025 

Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lampung Barat, 

 

 

 

Burlianto Eka Putra, S.H. 

Pembina Utama Muda 

NIP 197109241998031005 
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Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Realisasi Kinerja Renja
Realisasi Tingkat Capaian 

Kinerja (%)
Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian 

Target (%)

2 3 5 7 8=7/6 9=5+7 10=9/4

2 16 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH
Nilai sakip OPD 81,43 % 81,18 81,43 % 0 0% 81,18 99,69%

2 16 01 2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang disusun

100 Dokumen 50 25 Dokumen 7 28% 57 57%

2 16 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
32 Dokumen 16 8 Dokumen 6 75% 22 69%

2 16 01 2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

4 Dokumen 2 1 Dokumen 1 100% 3 75%

2 16 01 2.01 03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

4 Dokumen 2 1 Dokumen 0 0% 2 50%

2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD

4 Dokumen 2 1 Dokumen 1 100% 3 75%

2 16 01 2.01 05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 

DPASKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan DPA-SKPD

4 Dokumen 2 1 Dokumen 1 100% 3 75%

2 16 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

4 Laporan 2 1 Laporan 1 100% 3 75%

2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
48 Laporan 24 12 Laporan 2 17% 26 54%

2 16 01 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen Administrasi 

Keuangan yang disusun 
16 Dokumen 8 4 Dokumen 2 50% 10 63%

2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN
29 orang/bulan 29 27 orang/bulan 27 100% 56 193%

2 16 01 2.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

4 Laporan 2 1 Laporan 0 0% 2 50%

2 16 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

4 Laporan 2 1 Laporan 0 0% 2 50%

2 16 01 2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

4 Dokumen 2 1 Dokumen 0 0% 2 50%

2 16 01 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Jumlah Administrasi Barang 

Milik Daerah yang disusun
4 Dokumen 2 1 Dokumen 0 0% 2 50%

2 16 01 2.03 01
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD
4 Dokumen 2 1 Dokumen 0 0% 2 50%

2 16 01 2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Jumlah pegawai yang 

dimonitoring dan dievaluasi 
29 orang 29 27 orang 0 0% 29 100%

2 16 01 2.05 05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

4 Dokumen 2 1 Dokumen 0 0% 2 50%

2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah pengadministrasian 

umum yang dilaksanakan 
24 Laporan 12 6 Laporan 6 100% 18 75%

2 16 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

4 Paket 12 11 Paket 6 55% 18 450%

2 16 01 2.06 02'
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

20 Paket 8 4 Paket 0 0% 8 40%

2 16 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

44 Paket 13 11 Paket 3 27% 16 36%

6

Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan I 

Tahun 2025
Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun 2025

LAMPIRAN I

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2026 Target Kinerja DPA Tahun 2025Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Realisasi Kinerja 

Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan Tahun 

2023+2024

4



2 16 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

12 Dokumen 6 3 Dokumen 2 67% 8 67%

2 16 01 2.06 08  Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
48 Laporan 24 12 Laporan 3 25% 27 56%

2 16 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

48 Laporan 24 12 Laporan 3 25% 27 56%

2 16 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan barang 

Milik Daerah
16 Unit 0 4 Unit 0 0% 0 0%

2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan
16 Unit 0 2 Unit 0 0% 0 0%

2 16 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

16 Laporan 8 4 Laporan 2 50% 10 63%

2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat
8 Laporan 4 2 Laporan 0 0% 4 50%

2 16 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

3 Laporan 3 3 Laporan 1 33% 4 133%

2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

4 Laporan 4 1 Laporan 1 100% 5 125%

2 16 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

3 Jenis 3 3 Jenis 2 67% 5 167%

2 16 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

10 Unit 10 10 Unit 1 10% 11 110%

2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara
25 Unit 25 23 Unit 1 4% 26 104%

2 16 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 
2 Unit 2 2 Unit 0 0% 2 100%

2 16 02
PROGRAM INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK

Indeks Keterbukaan Informasi 

Publik
70 Poin 65 70 Poin 0 0 65 93%

2 16 02 2.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Informasi dan 

Komunikasi Publik yang 

Terkelola

6 Jenis 6 6 Jenis 0 0% 6 100%

2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 

Opini dan Aspirasi Publik
8 Dokumen 2 2 Dokumen 0 0% 2 25%

2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

15 Dokumen 12 1 Dokumen 0 0% 12 80%

2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 

Informasi Publik
12 Dokumen 3 3 Dokumen 1 33% 4 33%

2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media
Jumlah Layanan Hubungan 

Media
1600 Layanan 400 300 Layanan 0 0% 400 25%

2 16 02 2.01 12
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, 

Media dan Kemitraan Komunitas

Jumlah Dokumen Kemitraan 

dengan Masyarakat, Media dan 

Komunitas dalam 

Mendiseminasikan Informasi 

Program atau Kebijakan

15 Dokumen 12 1 Dokumen 0 0% 12 80%

2 16 02 2.01 13

Penyediaan/Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

48 Unit 12 10 Unit 0 0% 12 25%

2 16 02 2.01 14 Relasi Media

Jumlah aktivitas relasi media 

kepada

media yang memenuhi kriteria

sebagai berikut: 1. terverifikasi 

dewan

pers, dan 2. terdaftar di Dinas

Kominfo, dan 3. aktif dalam 

kegiatan

relasi media

2 Laporan 0 1 Laporan 0 0% 0 0%

2 16 02 2.01 15
Kemitraan Komunikasi dengan

Komunitas Informasi Masyarakat

Jumlah Komunitas Informasi yang

aktif mendiseminasikan informasi

dan terdaftar di Dinas Kominfo

20 Komunitas 0 10 Komunitas 3 30% 3 15%

2 16 02 2.01 17 Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan Informasi 

Publik

yang diselesaikan sesuai 

peraturan

perundangan

2 Permohonan 0 1 Permohonan 0 0% 0 0%

2 16 02 2.01 19
Monitoring Informasi Kebijakan,

Opini, dan Aspirasi Publik

Jumlah rekomendasi komunikasi

terhadap isu publik yang 

berkembang

dan usulan agenda komunikasi

prioritas Pemerintah Daerah

2 Rekomendasi 0 1 Rekomendasi 0 0% 0 0%



2 16 02 2.01 21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah media komunikasi publik

milik pemerintah daerah yang

dikelola maupun pemanfaatan 

media

berbayar sesuai kriteria/juknis

2 Media 0 1 Media 0 0% 0 0%

2 16 03
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 

INFORMATIKA

Persentase Perangkat Daerah  

yang Memanfaatkan SPBE
60 % 20 50 % 0 0% 20 33%

2 16 03 2.02
Pengelolaan E-government di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelolaan 

Egoverment 
8 Dokumen 2 2 Dokumen 0 0% 2 25%

2 16 03 2.02 07
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis Elektronik

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

yang Dikembangkan

4 Unit 0 1 Unit 0 0% 0 0%

2 16 03 2.02 09
Pengembangan dan Pengelolaan 

Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan 

Kota Cerdas

Jumlah Dokumen Program 

Inovasi yang Diimplementasikan 

Sesuai dengan Masterplan Smart 

City

4 Dokumen 1 1 Dokumen 0 0% 1 25%

2 16 03 2.02 13
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data 

Nasional

Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah 

Daerah yang sudah ditempatkan 

di Pusat Data Nasional

4 Aplikasi 0 2 Aplikasi 0 0% 0 0%

2 16 03 2.02 15
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di 

lingkungan Pemda

Jumlah laporan hasil fasilitasi 

penyelenggaraan SPBE di 

lingkungan Pemda

2 Laporan 0 1 Laporan 0 0% 0 0%

2 16 03 2.02 20

Pembangunan dan/atau Pengembangan 

Aplikasi Khusus yang sesuai dengan 

arsitektur dan peta rencana SPBE 

pemerintah daerah

Jumlah aplikasi khusus yang 

dibangun dan/atau dikembangkan 

sesuai arsitektur dan peta rencana 

SPBE pemerintah daerah

4 Aplikasi 0 2 Aplikasi 0 0% 0 0%

2 16 03 2.02 23
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan 

Kabupaten atau Kota Cerdas

Jumlah perangkat daerah yang 

mendapatkan sosialisasi program 

Kabupaten/Kota Cerdas

27 Unit 0 27 Unit 5 19% 5 19%

2 16 03 2.02 30
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

SPBE

Jumlah Perangkat Daerah yang 

memanfaatkan akses internet 

yang disediakan oleh Dinas

27 Perangkat Daerah 0 27 Perangkat Daerah 5 19% 5 19%

2 20 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN 

STATISTIK SEKTORAL

Prosentase Data Statistik 

Sektoral yang Dimanfaatkan
100 % 36 85 % 0 0% 36 36%

2 20 02 2.01
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral di lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota 

8 Dokumen 2 2 Dokumen 0 0% 2 25%

2 20 02 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral 

4 Dokumen 1 1 Dokumen 0 0% 1 25%

2 20 02 2.01 02
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah 

Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik 

Daerah yang Terintegrasi

Jumlah SDM yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam Peningkatan 

Mutu Statistik Daerah yang 

Terintegrasi

112 Orang 28 28 Orang 0 0% 28 25%

2 20 02 2.01 07
Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan 

Statistik Sektoral

Jumlah pegawai yang 

mendapatkan pelatihan di bidang 

statistik

56 Orang 0 28 Orang 0 0% 0 0%

2 20 02 2.01 09 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Persentase kegiatan statistik 

sektoral yang rilis tepat waktu
120 Persentase 0 60 Persentase 0 0% 0 0%

2 21 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 

INFORMASI

prosentase  Jenis Komunikasi 

Sandi yang diamankan 
100 % 100 100 % 0 0% 100 100%

2 21 02 2.01
Penyelenggaraan Persandian untuk 

Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengamanan Informasi 

Pemerintah Daerah 
16 Laporan / Dokumen 4 4 Laporan / Dokumen 0 0% 4 25%

2 21 02 2.01 02

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan 

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Analisis 

Kebutuhan dan Pengelolaan 

Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

60 Laporan 30 1 Laporan 0 0% 30 50%

2 21 02 2.01 03
Pelaksanaan Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Keamanan Informasi 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Berbasis 

Elektronik dan Non Elektronik

24 Laporan 12 4 Laporan 0 0% 12 50%

2 21 02 2.01 04
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang 

Telah Menggunakan Layanan 

Keamanan Informasi

15 PD 30 7 PD 3 43% 33 220%



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LAMPUNG BARAT

TAHUN 2025

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.749.998.043,00 8.214.129.006,00 7.471.516.606,00 -2.278.481.437,00 9.935.028.188,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

9.749.998.043,00 8.214.129.006,00 7.471.516.606,00 -2.278.481.437,00 9.935.028.188,00

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

9.062.127.893,00 7.697.088.906,00 7.141.811.406,00 -1.920.316.487,00 9.296.923.688,00

1. 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah Dinas Kominfo

81,43 % 81,43 % 3.411.367.093,00 3.220.712.406,00 3.150.269.906,00 322.910.589,00 3.734.277.682,00

2.16.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
yang disusun

25
Dokumen

25
Dokumen

82.310.700,00 54.145.900,00 37.657.400,00 -44.653.300,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 88.886.050,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

8 Dokumen 8 Dokumen 38.154.700,00 23.214.700,00 19.150.200,00 -19.004.500,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

41.970.170,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 8.711.500,00 6.045.500,00 3.214.000,00 -5.497.500,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

9.582.650,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 6.813.500,00 4.789.300,00 1.948.800,00 -4.864.700,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

7.494.850,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 10.444.000,00 5.235.000,00 2.265.000,00 -8.179.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

11.488.400,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 6.767.500,00 4.756.500,00 3.575.500,00 -3.192.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

7.444.250,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 Laporan 1 Laporan 2.505.000,00 2.105.000,00 1.170.000,00 -1.335.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

1.099.780,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

12 Laporan 12 Laporan 8.914.500,00 7.999.900,00 6.333.900,00 -2.580.600,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

9.805.950,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen
Administrasi Keuangan yang
disusun 4 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen 2.805.924.633,00 2.713.653.546,00 2.715.924.546,00 -90.000.087,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 3.086.517.096,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

29 Orang/b
ulan

27 Orang/b
ulan

2.800.374.633,00 2.706.818.546,00 2.712.318.546,00 -88.056.087,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

3.080.412.096,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.344.000,00 -1.156.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

2.750.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

1 Laporan 1 Laporan 1.050.000,00 2.030.000,00 1.085.000,00 35.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

1.155.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.305.000,00 1.177.000,00 -823.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

2.200.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

- - - 4.213.500,00 3.903.100,00 2.762.300,00 -1.451.200,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 4.634.850,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 4.213.500,00 3.903.100,00 2.762.300,00 -1.451.200,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

4.634.850,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

4 orang 27 orang 4.333.500,00 4.333.500,00 2.914.300,00 -1.419.200,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 4.766.850,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

1 Dokumen 1 Dokumen 4.333.500,00 4.333.500,00 2.914.300,00 -1.419.200,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

4.766.850,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
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2.16.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah sub organisasi yang
dilaksanakan
pengadministrasian
umumnya

6 Sub
Organisasi

6 Sub
Organisasi

291.935.200,00 250.391.800,00 195.836.800,00 -96.098.400,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 304.558.320,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

11 Paket 11 Paket 4.658.000,00 4.658.000,00 4.658.000,00 0,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

5.123.800,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

4 Paket 4 Paket 37.370.000,00 36.930.000,00 84.835.000,00 47.465.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL
DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

41.107.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

11 Paket 11 Paket 31.708.400,00 31.704.000,00 27.574.000,00 -4.134.400,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

34.879.240,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

3 Dokumen 3 Dokumen 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

3.366.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

12 Laporan 12 Laporan 12.064.800,00 12.064.800,00 12.064.800,00 0,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

13.271.280,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

12 Laporan 12 Laporan 203.074.000,00 161.975.000,00 63.645.000,00 -139.429.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

206.811.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Pengadaan barang
Milik Daerah

4 Paket 4 Paket 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 7.480.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

2 Unit 2 Unit 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

7.480.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

4 laporan 4 laporan 70.756.000,00 70.876.000,00 71.766.000,00 1.010.000,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 77.831.600,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

2 Laporan 2 Laporan 3.175.000,00 3.295.000,00 2.230.000,00 -945.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

3.492.500,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

3 Laporan 3 Laporan 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

29.920.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 1 Laporan 40.381.000,00 40.381.000,00 42.336.000,00 1.955.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

44.419.100,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan

3 Jenis 3 Jenis 145.093.560,00 116.608.560,00 116.608.560,00 -28.485.000,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Aparatur 159.602.916,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

10 Unit 10 Unit 79.300.000,00 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

87.230.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

23 Unit 23 Unit 27.318.560,00 27.318.560,00 27.318.560,00 0,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

30.050.416,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2 Unit 2 Unit 38.475.000,00 9.990.000,00 9.990.000,00 -28.485.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

42.322.500,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2. 2.16.02 PROGRAM
PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Indeks Keterbukaan
Informasi Publik

70 % 70 % 4.232.047.000,00 3.342.514.000,00 2.956.102.000,00 191.615.556,00 4.423.662.556,00

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Informasi dan
Komunikasi Publik yang
Terkelola

6 jenis 6 jenis 4.232.047.000,00 3.342.514.000,00 2.956.102.000,00 -1.275.945.000,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Publik 4.423.662.556,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0014 Relasi Media

Jumlah aktivitas relasi media
kepada media yang
memenuhi kriteria sebagai
berikut: 1. terverifikasi dewan
pers, dan 2. terdaftar di
Dinas Kominfo, dan 3. aktif
dalam kegiatan relasi media

1 Laporan 1 Laporan 2.971.612.000,00 2.628.372.000,00 2.180.134.400,00 -791.477.600,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

3.309.473.200,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
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Jumlah Komunitas Informasi
yang aktif mendiseminasikan
informasi dan terdaftar di
Dinas Kominfo

10
Komunitas

10
Komunitas

276.099.200,00 104.003.400,00 165.186.600,00 -110.912.600,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

247.135.900,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan
Informasi Publik yang
diselesaikan sesuai
peraturan perundangan

1 Permoho
nan

1 Permoho
nan

745.021.200,00 438.034.800,00 468.142.600,00 -276.878.600,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

603.807.600,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Jumlah rekomendasi
komunikasi terhadap isu
publik yang berkembang dan
usulan agenda komunikasi
prioritas Pemerintah Daerah

1 Rekomen
dasi

1 Rekomen
dasi

133.748.400,00 82.787.600,00 60.546.000,00 -73.202.400,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

147.123.256,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Jumlah media komunikasi
publik milik pemerintah
daerah yang dikelola maupun
pemanfaatan media berbayar
sesuai kriteria/juknis

1 Media 1 Media 105.566.200,00 89.316.200,00 82.092.400,00 -23.473.800,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

116.122.600,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

3. 2.16.03 PROGRAM
PENGELOLAAN APLIKASI
INFORMATIKA

Prosentase  Perangkat
Daerah   yang
Memanfaatkan SPBE

50 % 50 % 1.418.713.800,00 1.133.862.500,00 1.035.439.500,00 -279.730.350,00 1.138.983.450,00

2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government
di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelolaan
Egoverment

2 Dokumen 2 Dokumen 1.418.713.800,00 1.133.862.500,00 1.035.439.500,00 -383.274.300,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Perangkat Daerah 1.138.983.450,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Jumlah Aplikasi SPBE
Pemerintah Daerah yang
sudah ditempatkan di Pusat
Data Nasional

2 Aplikasi 2 Aplikasi 42.744.000,00 27.680.000,00 13.968.000,00 -28.776.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

15.364.800,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

Jumlah laporan hasil fasilitasi
penyelenggaraan SPBE di
lingkungan Pemda

1  Laporan 1  Laporan 66.648.000,00 72.012.000,00 30.139.000,00 -36.509.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

33.152.900,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

Jumlah aplikasi khusus yang
dibangun dan/atau
dikembangkan sesuai
arsitektur dan peta rencana
SPBE pemerintah daerah

2 Aplikasi 2 Aplikasi 227.300.000,00 316.014.000,00 293.395.000,00 66.095.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

322.734.500,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Jumlah Aplikasi SPBE yang
terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah

2 Aplikasi 2 Aplikasi 78.300.000,00 0,00 0,00 -78.300.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

0,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Jumlah perangkat daerah
yang mendapatkan
sosialisasi program
Kabupaten/Kota Cerdas

27 unit 27 unit 353.001.500,00 328.836.500,00 308.617.500,00 -44.384.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

339.479.250,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Jumlah perangkat daerah di
pemerintah Kab/Kota yang
terhubung dengan Jaringan
Intra Pemerintah Daerah
Kab/Kota

27
Perangkat
Daerah

27
Perangkat
Daerah

273.508.300,00 0,00 0,00 -273.508.300,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

0,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Jumlah Perangkat Daerah
yang memanfaatkan akses
internet yang disediakan oleh
Dinas

27
Perangkat
Daerah

27
Perangkat
Daerah

377.212.000,00 389.320.000,00 389.320.000,00 12.108.000,00 Kab. Lampung
Barat, Balik
Bukit, Way
Mengaku

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

428.252.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

147.039.000,00 123.001.000,00 131.425.400,00 -15.613.600,00 161.744.000,00

1. 2.20.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

Prosentase Data Statistik
Sektoral yang
Dimanfaatkan

85 % 85 % 147.039.000,00 123.001.000,00 131.425.400,00 14.705.000,00 161.744.000,00

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik
Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen, Jumlah
Buku LBDA, PDRB, Statistik
Sektoral

2 Dokumen 2 Dokumen 147.039.000,00 123.001.000,00 131.425.400,00 -15.613.600,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Perangkat Daerah 161.744.000,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Jumlah pegawai yang
mendapatkan pelatihan di
bidang statistik

28 Orang 28 Orang 21.713.000,00 21.714.000,00 0,00 -21.713.000,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

23.885.400,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Persentase kegiatan statistik
sektoral yang rilis tepat
waktu

60
Persentase

60
Persentase

125.326.000,00 101.287.000,00 131.425.400,00 6.099.400,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

137.858.600,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN

540.831.150,00 394.039.100,00 198.279.800,00 -342.551.350,00 476.360.500,00

1. 2.21.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI

prosentase  Jenis
Komunikasi Sandi yang
diamankan

100 % 100 % 540.831.150,00 394.039.100,00 198.279.800,00 -64.470.650,00 476.360.500,00

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Pengamanan
Informasi Pemerintah Daerah

4 Laporan/
Dokumen

4 Laporan/
Dokumen

540.831.150,00 394.039.100,00 198.279.800,00 -342.551.350,00 - 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

Perangkat Daerah 476.360.500,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Analisis
Kebutuhan dan Pengelolaan
Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

1 Laporan 1 Laporan 182.949.150,00 110.758.100,00 0,00 -182.949.150,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

161.890.300,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Keamanan
Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik

4 Laporan 4 Laporan 251.198.000,00 222.967.000,00 100.721.800,00 -150.476.200,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

197.117.800,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah
yang Telah Menggunakan
Layanan Keamanan
Informasi

7
Perangkat
Daerah

7
Perangkat
Daerah

106.684.000,00 60.314.000,00 97.558.000,00 -9.126.000,00 Kab. Lampung
Barat, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
BAGI HASIL

- 4. Reformasi
Birokrasi
4. Reformasi
Birokrasi

117.352.400,00 DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

J U M L A H 9.749.998.043,00 8.214.129.006,00 7.471.516.606,00 -361.725.302.496,55 9.935.028.188,00
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